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ABSTRAK 

Petani di Desa Banda Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa, dalam jual 

beli padi dengan sistem memberi pinjaman modal untuk memenuhi kebutuhan 

menanam padi. Pelaksanaan perjanjian jual beli yang dilakukan masyarakat 

berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata. Dimana dalam melakukan perjanjian jual 

beli petani dan pedagang kurang memahami tentang membeli dengan dengan 

menyerahkan sejumlah uang sebagai uang muka. Jika kelak barang jadi diambil 

maka uang yang diserahkan diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran, dan 

sebagai tanda jadi saat penjualan padi dilakukan setelah panen.  

Berdasarkan hasil penelitian petani padi mempunyai target dalam penetapan 

harga padi, tergantung pada kesepakatan orang yang melakukan transaksi jual beli 

padi, antara penjual dan pembeli terjadi tawar-menawar namun jika petani sudah 

memiliki utang biasanya biasanya pedagang akan mengambil dengan harga yang 

lebih murah dari harga pedagang lainnya diluar dari Desa Banda Kecamatan 

Tarano Kabupaten Sumbawa.  

Faktor pendukung dalam perjanjian antara petani adalah bersifat terbuka 

dalam pelaksanaan perjanjian membuat kemudahan kedua belah pihak 

mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan dapat membicarakan permasalahan 

tersebut untuk mencari solusi terbaik dalam menyelsaikan masalah. Dari beberapa 

faktor itu lah masyarakat di Dsa Banda Kecamatan Terano Kabupaten Sumbawa 

melakukan transaksi jual beli padi, karena mereka tidak punya pilihan lain, 

maklum mayoritas masyarakat di Desa  Banda adalah petani atau pekebun, maka 

dari itu ketika ada kebutuhan yang mendadak dan ketepatan tidak punya uang 

maka jalan satu-satunya menjual padi yang mereka miliki. Faktor penghambat 

dalam pelaksanaan perjanjian jual beli padi antara petani di Desa Banda 

Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa memang ditemui adanya suatu 

wanprestasi atau penghambat terutama dari pihak petani, yaitu berupa faktor alam 

seperti banjir, kemarau, hama dan faktor manusia, keinginan untuk mendapatkan 

keuntungan  kekurangan dana operasional Tidak adanya itikad baik.   

 

Kata Kunci: Jual Beli, Padi, Petani, Pedagang 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Sebagai makhluk hidup, manusia memiliki kebutuhan dasar untuk dapat 

bertahan hidup. Dalam melakukan interaksi sosial sehari-hari, sudah menjadi 

kebiasaan manusia untuk melakukan berbagai bentuk interaksi sosial, seperti 

transaksi jual beli. Keterlibatan dalam kegiatan jual beli menjadi bukti sifat 

sosial yang melekat pada manusia, karena manusia adalah makhluk yang 

mengandalkan interaksi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan dan 

kelangsungan hidupnya. Perkembangan ekonomi di era globalisasi saat ini 

tidak dapat disangkal telah memengaruhi kehidupan masyarakat melalui 

dalam melakukan transaksi atau perjanjian jual beli. Jual beli adalah proses 

yang dilakukan untuk dapat melakukan pengalihan harta yang dimiliki, di 

mana yang memiliki harta akan melepas hartanya untuk dijadikan milik orang 

lain.
1
 Saat ini, transaksi jual beli semakin maju seiring perkembangan jaman.   

Perjanjian adalah suatu proses yang dilakukan mana seseorang membuat 

berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk 

memenuhi perjanjian yang sudah disepakati bersama. Pasal 1333 KUH 

Perdata menjelaskan syarat suatu perjanjian harus memiliki unsur pokok 

berupa suatu barang yang yang dapat ditentukan jenisnya. Jumlah barang yang 

                                                             
1
         Syekh Abdurrahman as-Sa‟di, Syekh Abdul „Aziz bin Baaz, dkk., Fiqh Jual-Beli: Panduan 

Praktis Bisnis Syariah, (Jakarta Selatan: Senayan Publishing, 2008), hlm. 147. 
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masuk ke dalam objek perjanjian tidak perlu pasti namun harus dapat di hitung 

atau dapat di tentukan barangnya. 

Sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan di dalam pasal 1457 KUH 

Perdata, perjanjian jual beli adalah perjanjian yang dibuat oleh penjual dan 

pembeli. Berdasarkan perjanjian ini, penjual berkewajiban untuk mengalihkan 

hak kepemilikannya atas barang tertentu kepada pembeli, sedangkan pembeli 

berjanji untuk membayar barang tersebut dengan harga yang disepakati untuk 

barang tersebut. 

          Unsur pokok dari perjanjian jual beli adalah harga dan barang, dimana 

antara penjual dan pembeli harus memiliki kesepakatan mengenai harga dan 

barang yang menjadi objek di dalam transaksi jual beli yang dilakukan. 

Perjanjian jual beli yang sah dibuat ketika kedua belah pihak telah mencapai 

kesepakatan bersama mengenai harga dan barang yang menjadi objek dalam 

perjanjian jual beli tersebut. Pasal 1458 menjelaskan terkait dengan sifat 

konsensual yang terdapat di jalam proses jual beli, dimana di dalam pasal 

tersebut disebutkan bahwa jual beli yang dilakukan dianggap sah jika sudah 

terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, sekalipun barang itu belum 

diserahkan atau harganya belum dibayar.
2
 

Dalam kalangan masyarakat saat ini, khususnya masyarakat yang berada 

di Desa Banda di Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa, sebagian besar 

penduduknya merupakan petani, secara aktif melakukan kegiatan transaksi 

jual beli yang melibatkan pembelian dan penjualan di bidang atau di sektor 

                                                             
2
        Subekti, Aneka Perjanjian(Bandung: Citra Aditya Bakti1995), hlm.2  
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pertanian khususnya komoditas dari padi. Hal tersebut dilakukan untuk dapat 

memenuhi kebutuhan sehari-hari dari penduduk setempat. Kurangnya 

kepastian hukum dalam jual beli yang dilakukan oleh masyarakat seringkali 

menimbulkan konflik antara penjual dan pembeli. Hal ini disebabkan karena 

jual beli yang dilakukan hanya mengandalkan pada kepercayaan antara pihak-

pihak yang terlibat dan perjanjian tersebut dilakukan secara lisan. 

Adanya pandangan masyarakat yang berkembang mengenai aspek 

prosedural terkait dengan perjanjian jual beli yang dilakukan oleh masyarakat, 

masyarakat memiliki sudut pandang yang berbeda terkait dengan proses jual 

beli yang terjadi di dalam masyarakat, ada yang menyatakan perjanjian 

tersebut sah dan ada pula yang menyatakan tidak sah dikarenakan objek yang 

dijadikan transaksi jual beli belum dapat dipastikan. Pro dan kontra yang 

terjadi di dalam masyarakat akan bermuara pada akibat hukum yang timbul 

dari perjanjian jual beli yang dilakukan oleh masyarakat. 

Namun para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut semata-mata 

bergantung pada rasa saling percaya untuk memenuhi kewajiban masing-

masing sebagaimana yang telah diperjanjikan. Sulitnya melakukan tuntutan 

terhadap pedagang yang menjebak atau merugikan para petani dalam transaksi 

karena perjanjian yang dilakukan berdasarkan system kepercayaan dan 

kebiasaan yang telah dilakukan sebelumnya.  

Perjanjian jual beli adalah perjanjian yang bersifat timbal balik dimana 

satu pihak disebut sebagai penjual dan berkomitmen untuk menyerahkan 

barang tertentu kepada pihak lain yang dikenal sebagai pembeli dan setuju 
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untuk membayar harga yang dijanjikan. Syarat sahnya sebuah adalah 

persetujuan bersama dari pihak-pihak yang terlibat, kecakapan dari para pihak 

yang mengadakan perjanjian itu, penyebab transaksi didasarkan pada sebab 

yang halal. Perjanjian jual beli barang atau jasa merupakan salah satu jenis 

transaksi publik yang sering dilakukan dalam suatu masyarakat. Biasanya, 

perjanjian jual beli dibuat melalui cara lisan atau tertulis, bergantung pada 

persetujuan bersama dari pihak yang terlibat, yaitu penjual dan pembeli. 

Menurut ketentuan mengenai aspek hukum suatu perjanjian, Pasal 1320 KUH 

Perdata tidak mewajibkan suatu perjanjian untuk didokumentasikan secara 

tertulis. Sederhananya, perjanjian tertulis memegang validitas hukum dan 

memberlakukan kewajiban pada pihak yang terlibat.
3
 

Tindakan jual beli memerlukan kesepakatan bersama antara dua pihak 

untuk bertukar benda atau barang berharga, dan aspek lain yang relevan terkait 

dengan transaksi.
4
 Jual beli ini berfungsi sebagai salah satu alat untuk 

menjalankan roda perekonomian.  

Para petani yang berdomisili di Desa Banda Kecamatan Tarano 

Kabupaten Sumbawa ini melakukan praktik jual padi dengan sistem pinjaman 

modal yang yang mereka akan gunakan untuk memenuhi kebutuhan bercocok 

tanam padi. 

Metode jual beli yang digunakan oleh masyarakat Desa Banda yaitu 

dengan pemberian pinjaman uang untuk dijadikan modal yang diperlukan 

                                                             
3
         Aan Handriani,perjanjian jual beli secara tidak tertulis berdasrakan hukum perdata, 1 No 2 

(2018),tersediah di:DOI: http://dx.doi.org/10.32493/rjih.v1i2.2218, diakses pada tanggal 27 januari 

2023. 
4
         Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.3. 

http://dx.doi.org/10.32493/rjih.v1i2.2218
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untuk menanam padi, yang selanjutnya mewajibkan peminjam untuk menjual 

hasil pertanian yang telah dipanen kepada pemberi pinjaman. 

Namun pada musim pemanenan padi, adalah hal yang biasa bagi petani 

mempunyai hasil panen yang banyak sehingga menumpuk. Untuk mengatasi 

permasalahan tersebut maka petani menjual hasil panennya langsung pada saat 

masa panen tersebut.  

     Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

ingin mengetahui dan membahas lebih dalam tentang bagaimana cara 

pelaksanaan perjanjian jual beli padi yang ada desa Banda Kecamatan Tarano 

Kabupaten Sumbawa. Maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan 

judul:    PERJANJIAN JUAL BELI PADI ANTARA PETANI DAN 

PEDAGANG BERDASARKAN PASAL 1338 KUH PERDATA (STUDI 

DI UD.MAWAR PUTIH DESA BANDA KECAMATAN EMPANG 

KABUPATEN SUMBAWA). 

B. Rumusan Masalah 

          Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti merumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian jual beli padi di Desa Banda  

Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa ditinjau dari Pasal 1338 KUH 

Perdata? 

2. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan perjanjian 

jual beli padi di Desa Banda Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa?  
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Peneliti 

a) Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian jual beli padi di Desa 

Banda Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa ditinjau dari Pasal 

1338 KUH Perdata. 

b) Untuk mengetahui Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan 

perjanjian jual beli padi di desa Banda Kecamatan Tarano Kabupaten 

Sumbawa. 

2. Manfaat penelitian  

Adapun manfaat dari peneliti ini antara lain: 

a) Manfaat Teoritis 

         Pemberian informasi dan pemikiran berupa solusi atas kesulitan 

yang ada, khususnya di Bidang Perjanjian Jual Beli Padi antara Petani 

dan Padagang berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata, merupakan 

kontribusi yang potensial. 

b) Manfaat Praktis 

Dalam upaya meningkatkan pemahaman dan memperluas 

khazanah pengetahuan, diharapkan para individu tersebut dapat 

memberikan sumbangsih dan masukan yang berharga kepada 

masyarakat luas, khususnya yang berkaitan dengan perjanjian jual beli 

padi antara petani dan pedagang, sebagaimana tertuang dalam pasal 

1338 KUH Perdata. 
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D. Originalitas Peneliti atau Hasil Penelitian Terdahulu 

No Aspek Perbandingan Studi Terdahulu 

1 Nama/NIM Herman Samsudin/1316611624 

Judul Skripsi Praktek Jual Beli Padi Antara Petani dan 

Toke di Desa Tangga Batu Kecamatan 

Seluma Selatan Kabupaten Seluma Bengkulu 

Ditinjau dari Ekonomi Islam 

Perbedaan Peneliti lebih menekankan bagaimanana 

proses terjadinya praktek jual beli padi di 

Desa Tangga Kecamatan Seluma Selatan 

Kabupaten Seluma di tinjau dari Ekonomi 

Islam.  

Persamaan Bicara tentang tata cara pelaksanaan proses 

transaksi jual padi yang dilakukan oleh 

petani dan pedagang 

2 Nama/NIM Sadisatul Mufarohati/11340071 

Judul Skripsi Praktik Jual Beli Padi Secara Tebasan 

Perspektif Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen (Studi Kasus di Desa Payaman 

Kecamatan Secang Kabupaten Magelang) 

Perbedaan Dalam skripsi ini, peneliti  ingin mengetahui 

bagaimana pemenuhan hak-hak konsumen 
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dalam praktek jual beli padi secara tebasan di 

liat dari perspektif Undang-Undang 

perlindungan Konsumen di Desa Payaman 

Secang Magelang. 

Persamaan Sama-sama membahas masalah tentang 

bagaimana bisa terjadinya suatu perjanjian 

jual padi tersebut. 

3 Nama/NIM Tuti Ambar Wati/1621030391 

Judul Skripsi  Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli 

Padi dengan cara Kethok Sisik (Studi di 

Desa Kota Jawa, Kecamatan Waykhilau, 

Kabupaten Pesawaran) 

Perbedaan Proses jual beli beras dilakukan oleh peneliti 

dengan menggunakan teknik timbangan 

kethok yaitu dengan cara mengurangi berat 

timbangan yang wajib untuk setiap satuan 

beras secara sistematis. 

Persamaan Dalam skripsi ini, peneliti hanya membahas 

tentang jual beli padi  
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BAB II 

TINJUAN PUSTAKA 

                          

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian 

1. Pengertian Perjanjian 

Perjanjian adalah persetujuan yang mengikat secara hukum yang 

dibuat oleh dua orang atau lebih, di mana mereka saling berkomitmen 

untuk memenuhi kewajiban tertentu yang berkaitan dengan harta 

kekayaan. perjanjian tersebut dapat dinyatakan secara lisan atau dalam 

bentuk tertulis.
5
 

Perjanjian adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh seorang 

dengan membjuat perjanjian kepada orang lain atau di mana dua orang 

saling berkomitmen untuk melakukan tindakan tertentu. Kontrak, sebagai 

pernyataan dan persetujuan tertulis, merupakan salah satu dari dua 

landasan hukum yang masih ada, di samping hukum, yang dapat 

melahirkan suatu perjanjian. Perikatan adalah keadaan yang mengikat 

secara hukum yang memerlukan kewajiban timbal balik antara pihak-

pihak yang terlibat. Perjanjian tersebut dikategorikan menjadi tiga jenis 

berdasarkan prestasi yang dijanjikan untuk dipenuhi. 

a. Perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang atau 

6
pemborongan kerja. 

b. Perjanjian untuk berbuat sesuatu 

                                                             
5
          Abdulkadir Muhammad, 2000, Hukum Perjanjian,PT Citra Aditiya Bakti, Bandung, hlm 4 

6
          HS Salim, 2003, Hukum Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 100 
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c. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu.  

           Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah:  

      “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 

        pada pada satu orang atau lebih.” 

Sistem pengaturan hukum mencakup kerangka inklusif di mana 

individu memiliki kebebasan untuk terlibat dalam perjanjian, terlepas dari 

apakah mereka telah tunduk pada peraturan hukum atau tidak.
7
 Menurut 

Abdulkadir Muhammad terdapat beberapa jenis perjanjian berdasarkan 

kriteri, yaitu : 

a. Pernjanjian timbal balik dan sepihak 

Pembedaan di antara kategori-kategori perjanjian ini didasarkan pada 

kewajiban untuk dipenuhi. Timbal balik, sebagai kesepakatan, 

mengharuskan kedua belah pihak untuk terlibat dalam kinerja timbal 

balik. Perjanjian sepihak mengacu pada pengaturan kontraktual di 

mana satu pihak terikat secara hukum untuk memenuhi kewajiban 

tertentu kepada pihak lain. 

b. Perjanjian bernama dan tidak bernama 

Perjanjian bernama mengacu pada perjanjian yang telah ditunjuk 

dengan nama tertentu sebagai perjanjian khusus, dan jumlahnya 

dibatasi. Perjanjian tidak bernama mengacu pada perjanjian yang 

tidak memiliki nama yang ditunjuk dan memiliki jumlah yang tidak 

terbatas.  

                                                             
7
         Abdulkadir Muhammad, 2000,Hukum Perjanjian,PT Citra Aditiya Bakti, Bandung,hlm 25 
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c. Perjanjian obligator dan kebendaan  

Perjanjian obligator adalah pengaturan kontraktual yang menetapkan 

hak dan tanggung jawab hukum. Perjanjian kebendaan mengacu pada 

pengaturan kontraktual yang melibatkan pengalihan hak milik. 

d. Perjanjian konsensual dan riil  

Perjanjian konsensual mengacu pada perjanjian yang semata-mata 

menetapkan terciptanya hak dan kewajiban bagi para pihak yang 

terlibat. 

2. Asas-asas Perjanjian 

Bidang hukum perjanjian mengakui sejumlah asas penting yang 

menjadi landasan bagi niat para pihak yang terlibat dalam mencapai 

tujuannya. Prinsip-prinsip berikut adalah sebagai berikut: 

a. Asas kebebasan berkontrak 

     Asas kebebasan berkontrak dapat dianalis dari ketentuan Pasal 1338 

ayat KUH Perdata, yang berbunyi. 

      Asas kebeban berkontrak adalah suatu asas yang memberikan 

kebebasan kepada para pihak untuk: 

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian; 

2. Mengadakan perjanjian denan siapapun; 

3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan; dan 

4. Menentukan bentukannya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.
8
  

                                                             
8
          Salim HS, et.al, Op.Cit., .h.9. 
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Mencermati pernyataan di atas, menjadi jelas bahwa prinsip 

kebebasan berkontrak berfungsi sebagai prinsip fundamental yang 

menjamin kebebasan seseorang dalam membuat perjanjian. Buku 

III yang mengatur perikatan ini, pada sistem terbuka juga dapat 

dikaitkan dengan adanya kebebasan ini. Hal ini mengandung arti 

bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian memiliki 

kebebasan untuk membuat suatu perjanjian kontraktual, meskipun 

tidak ada ketentuan yang tegas dalam KUH Perdata. 

b. Asas konsensualisme 

     Asas konsensualisme memiliki arti penting dalam ranah hukum 

perjanjian, karena menekankan pada awal mula proses pembentukan 

perjanjian. Istilah "konsensus" berasal dari kata Latin "consensus," 

yang mengacu pada keadaan persetujuan umum. Asas konsensualisme 

diatur dalam ketentuan yang digariskan dalam Pasal 1320 ayat (1) 

KUH Perdata. 

Ketentuan Pasal 1320 ayat (1) tersebut memberikan petunjuk 

bahwa hukum perjanjian dikuasai oleh “asss konsensualisme,”
9
 

         Pembentukan kesepakatan mensyaratkan tercapainya konsensus 

atau kesepakatan bersama di antara para pihak yang terlibat. Menurut 

asas konsensualisme, suatu perjanjian dianggap telah terjalin apabila 

ada saling pengertian atau keselarasan niat di antara pihak-pihak yang 

terlibat. Prinsip konsensualisme berpendapat bahwa kewajiban 

                                                             
9
          Hasanuddin Rahman. Op.Cit., .h.16 
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kontraktual timbul dari konvergensi kehendak atau konsensus di antara 

para pihak yang terlibat dalam kontrak. 

c. Asas pacta sunt servanda 

     Sesuai dengan asas ini, para pelaku berkewajiban untuk memenuhi 

perjanjian yang telah disepakati bersama dan dituangkan dalam 

perjanjian kontraktual. 

        Berdasarkan asas ini, kesepakatan yang dicapai oleh para pihak 

yang terlibat memiliki status mengikat secara hukum, serupa dengan 

sifat hukum yang berlaku bagi pihak-pihak yang terlibat dalam 

pembuatannya. Adanya janji menumbuhkan keinginan bersama bagi 

pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai satu sama lain, sehingga 

menumbuhkan kemauan untuk membangun komitmen yang mengikat. 

Kewajiban kontraktual berfungsi sebagai dasar bagi para pihak untuk 

menggunakan otonomi mereka dalam menentukan niat mereka dan 

implikasi hukum yang dihasilkan. Menurut wasiat ini, para pihak yang 

terlibat secara sukarela menyelaraskan niat masing-masing. Landasan 

kontrak berasal dari kemauan para pihak yang terlibat. Dimulainya 

suatu proses hukum bergantung pada adanya pengaturan yang 

disepakati bersama, dimana kesepakatan para pihak yang terlibat 

menetapkan sifat perjanjian yang wajib, sesuai dengan prinsip pacta 

sunt servanda. Pernyataan yang dibuat oleh seorang individu dalam 

suatu hubungan memegang kekuasaan otoritatif atas tindakan dan 

keputusan mereka. Asas tersebut di atas berfungsi sebagai unsur 
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kohesif dari perjanjian. Tuntutan untuk memenuhi kewajiban ini 

melampaui pertimbangan moral belaka, mencakup kewajiban hukum 

yang harus dipatuhi.  

d. Asas itikad baik 

     Asas itikad baik itu tampak dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH 

Perdata. Secara khusus, sangat penting bahwa perjanjian tersebut 

dilaksanakan dengan ketulusan dan kejujuran sepenuhnya. Asas itikad 

baik meliputi kewajiban bagi kreditur dan debitur untuk memenuhi 

hakekat perjanjiannya yang dilandasi oleh rasa percaya, keyakinan, 

dan iktikad baik yang kuat antara para pihak yang terlibat. Menurut 

Subekti, asas itikad baik sangat menonjol. dalam lingkup hukum 

kontrak. Selain itu, Subekti berpendapat bahwa pelaksanaan perjanjian 

dengan itikad baik memerlukan pembentukan norma yang berkaitan 

dengan integritas dan kepatutan.
10

 

Komponen utama itikad baik dalam suatu kontrak atau 

perjanjian dicirikan oleh nilai kejujuran. Para pihak yang terlibat dalam 

perjanjian ini wajib menunjukkan integritas dalam mengungkapkan 

identitas mereka yang sebenarnya, serta berterus terang tentang 

keinginan dan tujuan masing-masing. Komponen utama dalam 

merumuskan perjanjian atau kontrak yang dapat menimbulkan 

konsekuensi yang merugikan bagi pihak lain adalah integritas. 

                                                             
10

           Subekti (a), Op. Cit., hlm.41. 
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   Prinsip tersebut di atas harus diperhatikan selama proses 

negosiasi, pelaksanaan kesepakatan, dan penyelesaian perselisihan. 

Prinsip tersebut di atas sangat penting karena berfungsi sebagai 

persyaratan mendasar untuk membangun kepercayaan yang diperlukan 

dalam dunia bisnis, sehingga memfasilitasi realisasi perjanjian. 

Ketiadaan prinsip ini akan menimbulkan tantangan yang signifikan 

terhadap pelaksanaan perjanjian yang efektif, bahkan setelah 

penandatanganannya dilakukan.   

3. Unsur Perjanjian  

     Apabila suatu perjanjian diperhatikan dengan baik dan unsur-unsur 

pembentuknya diuraikan secara memadai, maka unsur-unsur tersebut 

dapat dikategorikan sebagai berikut:  

a. Unsur Esensialia  

Pencantuman unsur tertentu merupakan persyaratan mendasar dalam 

setiap perjanjian, berfungsi sebagai komponen penting yang sangat 

diperlukan untuk validitas perjanjian. Tanpa unsur ini, perjanjian akan 

batal demi hukum. Dalam konteks perjanjian yang asli, ketentuan yang 

berkaitan dengan pelepasan pokok perjanjian memiliki arti penting 

yang signifikan, seperti halnya formalitas khusus yang merupakan sifat 

dasar dari perjanjian yang mengikat secara hukum. 

b. Unsur Naturalia  

Salah satu aspek dari perjanjian tunduk pada peraturan hukum, namun 

dapat dihilangkan atau diganti dengan persetujuan bersama dari para 



16 
 

 

pihak yang terlibat. Unsur-unsur ini tunduk pada pengaturan hukum 

melalui pemberlakuan atau amandemen undang-undang. Ketentuan 

tersebut di atas, yaitu Pasal 1476 tentang tanggung jawab penjual atas 

biaya penyerahan dan Pasal 1491 tentang kewajiban penjual untuk 

memberikan jaminan, dapat diubah melalui kesepakatan bersama 

antara para pihak yang terlibat.  

c. Unsur Accidentalia  

Apabila para pihak memasukkan suatu unsur dalam perjanjian, maka 

hal itu tidak diatur oleh undang-undang itu sendiri. Dalam perjanjian 

jual beli, dimungkinkan untuk mengecualikan item pelengkap tertentu.  

4. Syarat Sahnya Perjanjian 

      Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian 

diperlukan beberapa syarat yaitu: 

a. Kesepakatan  

Untuk membuat kesepakatan, penting bahwa kedua belah pihak 

yang terlibat memiliki persetujuan sukarela, yang menunjukkan bahwa 

tidak ada pihak yang terkena pengaruh yang tidak semestinya yang 

dapat membahayakan pelaksanaan niat mereka.
11

 

       Istilah "kesepakatan" biasanya didefinisikan sebagai ekspresi 

formal persetujuan bersama dan pemahaman yang dicapai antara dua 

pihak atau lebih. Tindakan mengajukan usul disebut sebagai 

penawaran (offerte), sedangkan individu yang menerima usul disebut 

                                                             
11

          I Ketut Oka setiawan, 2016, Hukum Perikatan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.61 
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sebagai penerimaan (acceplatie).
12

  Tidak selamanya para pihak 

berhadapan langsung untuk menyampaikan kesepakatannya.  

b. Kecakapan  

       Seorang oleh hukum dianggap tidak cakap untuk melakukan 

kontrak jika orang tersebut belum berumur 21 tahun, kecuali ia telah 

kawin sebelum cukup 21 tahun. Sebaliknya setiap orang yang berumur 

21 tahun keatas, oleh hukum dianggap cakap, kecuali karena suatu hal 

dia ditaruh di bawah pengampuan seperti gelap mata, dungu, sakit 

ingatan, atau pemboros.
13

   

c. Mengenai suatu hal tertentu  

Kondisi ketiga mensyaratkan bahwa perjanjian harus berkaitan 

dengan pokok bahasan tertentu, yang mencakup hak dan kewajiban 

yang disepakati kedua belah pihak jika terjadi perselisihan. Elemen 

khusus dalam perjanjian kontraktual yang disebut sebagai 

"pencapaian" mencakup berbagai manifestasi, termasuk barang 

berwujud, pengetahuan atau keterampilan khusus, tenaga kerja, dan 

menahan diri dari tindakan.
14

 

d. Suatu sebab yang halal 

        Adanya sebab yang halal merupakan syarat keempat bagi suatu 

perjanjian yang sah. Istilah “sebab” (berasal dari kata Belanda 

                                                             
12

          Mariam Darus Badrulzaman, Sutan Remy Sjahdeini, Heru Supraptomo, Faturrahman 

Djamil              dan Taryana Soenandar, 2001, Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, 

Jakarta, hlm.73 
13

          Ahmadi Miru, 2011, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, hlm 23-34 
14

           Ahmadi Miru, Op, Cit, hlm.30 
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“oorzaak” dan kata Latin “causa”) mengacu secara khusus pada 

substansi atau esensi perjanjian, tanpa tambahan konotasi. 

Kecenderungan jiwa manusia untuk membangun saling pengertian 

sebagian besar diabaikan dalam kerangka hukum.
15

 

         Sistem hukum tidak mempertimbangkan pemikiran subjektif atau 

emosi individu. Fokus perhatian hukum terletak pada syarat-syarat 

tertulis, yang kemudian menjadi kewajiban yang mengikat yang wajib 

dipenuhi oleh debitur dalam perjanjian.
16

 

        Kerangka hukum terutama berfokus pada ketentuan yang 

digariskan dalam perjanjian, yang merupakan kewajiban kontraktual 

yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat. Aspek sentral ini 

merupakan elemen yang sangat diperlukan yang terkait erat dengan 

komponen inti perjanjian, sehingga tidak mungkin bagi para pihak 

untuk menyimpang dari ketentuan-ketentuannya.
17

 

  

                                                             
15

           Subekti, Op. Cit., hlm.19 
16

           Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2010, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Raja 

Grafindo, Jakarta. hlm .161 
17

           Ibid, hlm. 163 
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B. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli 

1. Pengertian Jual Beli 

     Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 1457 KUH 

Perdata, perbuatan jual beli adalah suatu perjanjian kontraktual dimana 

salah satu pihak menanggung kewajiban untuk mengalihkan hak milik atas 

suatu barang tertentu, sedangkan pihak lain bertanggung jawab untuk 

membayar ganti rugi yang telah diperjanjikan. harga. 

      Berdasarkan ketentuan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur 

pokok suatu perjanjian jual beli adalah “harga” dan “barang”. 

       Menurut Pasal 1465 KUH Perdata, penentuan harga beli merupakan 

tanggung jawab bersama antara pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, 

dalam konteks perjanjian jual beli, yang dimaksud dengan “barang” adalah 

objek yang ditransaksikan. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan 

dalam Pasal 1333 KUH Perdata, pokok perjanjian harus tegas, atau 

setidak-tidaknya dapat dipastikan. Selain itu, sesuai dengan ketentuan 

yang ditetapkan dalam Pasal 1334 (1) KUH Perdata, objek perjanjian yang 

akan datang dimungkinkan untuk selanjutnya menjadi objek perjanjian 

tersebut. Sebagai ilustrasi, seseorang melakukan transaksi jual beli beras 

yang akan ditanami dalam jangka waktu tiga bulan berikutnya, dan 

seterusnya. 

        Sesuai ketentuan yang digariskan dalam Pasal 1458 KUH Perdata, 

ditetapkan bahwa perjanjian jual beli adalah perjanjian suka sama suka. 



20 
 

 

Terjadinya perjanjian jual beli dianggap telah terjadi atas kesepakatan 

bersama para pihak. 

        Sesuai dengan Pasal 1459 KUH Perdata, perlu diperhatikan bahwa 

perjanjian jual beli itu bersifat mengikat. Ini berarti bahwa perjanjian itu 

semata-mata membebankan hak dan kewajiban kepada para pihak yang 

terlibat, tanpa melakukan pengalihan hak milik. Pengalihan hak milik atas 

barang yang dijual terjadi setelah selesainya proses penyerahan. Oleh 

karena itu dapat dikatakan bahwa hukum perjanjian bersifat mengikat. 

Perjanjian wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1313 KUH Perdata 

adalah perjanjian yang dibentuk atas persetujuan bersama antara dua pihak 

atau lebih, dengan maksud untuk mengadakan suatu perjanjian yang 

menguntungkan salah satu pihak atas biaya pihak yang bersangkutan. lain, 

atau melalui kewajiban timbal balik.
18

 

2. Subjek Jual Beli 

Pembahasan sebelumnya telah menjelaskan bahwa perjanjian terbentuk 

karena adanya perikatan hukum antara dua orang atau lebih. Sangat 

penting untuk memiliki minimal dua individu yang dapat diidentifikasi 

yang mendukung undang-undang perjanjian. Setiap individu menempati 

posisi yang berbeda. Dalam konteks transaksi keuangan, lazim terjadi dua 

pihak yang terlibat: kreditur dan debitur. 

        Perjanjian tersebut menyangkut para pihak yang terlibat dalam 

pinjam meminjam dana, yaitu kreditur dan debitur. Kreditur berhak 

                                                             
18

           Djaja S.Meliala, S.H.,M.H.Penuntun Praktis Hukum Perjanjian Khusus jual-beli,sewa-

menyewa,piinjam-meminjam (Bandung: Nuansa Aulia,2012), hlm.3. 
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mendapatkan pemenuhan, sedangkan debitur bertanggung jawab untuk 

melaksanakan prestasi yang disyaratkan. Banyak kreditur melakukan 

transaksi dengan satu debitur, atau sebaliknya, debitur melakukan 

transaksi dengan banyak kreditur. Hal ini tidak mengurangi keberlakuan 

atau legitimasi perjanjian. Dalam hal kreditur pada awalnya melakukan 

perikatan semata-mata dengan debitur, perlu diperhatikan bahwa keadaan 

tersebut tidak mengurangi arti hukum perjanjian tersebut. 

         Menurut ketentuan KUH Perdata, subjektivitas hukum secara 

eksklusif dikaitkan dengan individu. Pengaturan mengenai orang-orang 

dalam pengertian umum diatur dalam Buku 1 KUH Perdata.  

3. Objek Jual Beli  

      Tujuan dari transaksi jual beli adalah untuk memperoleh suatu barang 

yang memiliki nilai moneter yang dapat ditentukan. Perjanjian jual beli 

mensyaratkan transfer objek dari penjual ke pembeli dengan imbalan 

pembayaran uang. Dalam bidang fikih, entitas yang disebut “zaak” 

dilambangkan sebagai objek hukum. Objek hukum, juga dikenal sebagai 

objek rechts, mengacu pada entitas atau barang apa pun yang memiliki 

kegunaan bagi subjek hukum dan dapat tunduk pada kepemilikan, transfer, 

atau kontrol sementara melalui mekanisme hukum tertentu.
19

 

       Obyek dalam perjanjian adalah suatu kesatuan yang diperlukan yang 

diperlukan oleh subjek untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam 

perjanjian. Menurut ketentuan Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan 

                                                             
19

         Abdul Hakim Siagian, Hukum Perdata, Medan, Ibid, hal.52  
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bahwa objek atau tujuan suatu perjanjian harus memenuhi kriteria tertentu. 

Secara khusus, objeknya harus pasti, atau setidak-tidaknya harus bersifat 

khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 1333 KUH Perdata. 

        “Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang 

paling sedikit di tentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa 

jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat 

ditentukan atau dihitung”.  

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa frasa “hal-hal tertentu” 

merujuk pada suatu syarat khusus bagi sahnya perjanjian, yaitu bahwa 

barang-barang yang bersangkutan harus telah diketahui sampai batas 

tertentu, baik menurut jenisnya maupun kemungkinan penentuan atau 

perhitungannya di masa yang akan datang. , sekalipun tidak ditentukan 

secara tegas pada saat perjanjian.  

4. Hak  dan Kewajiban  Pembeli  

Sesuai dengan ketentuan yang diuraikan dalam Pasal 1513 KUH 

Perdata, kewajiban utama pembeli adalah memenuhi komitmen 

keuangannya dengan melakukan pembayaran tepat waktu dan moneter 

sesuai dengan harga pembelian yang disepakati sebagaimana ditentukan 

dalam perjanjian kontrak. Istilah "harga" menunjukkan nilai moneter yang 

dipertukarkan antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan tidak adanya 

pertukaran ini, transaksi tidak dapat diklasifikasikan sebagai jual beli, 

melainkan sebagai pertukaran timbal balik barang dan jasa. Demikian 
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pula, ketika harga dinyatakan dalam bentuk jasa yang diberikan, 

pengaturan kontrak disebut sebagai perjanjian kerja. 

         Dalam konteks perjanjian jual beli, pengaturan yang disepakati 

bersama dibuat di mana barang ditransfer dengan imbalan kompensasi 

uang. Secara bersamaan, kompensasi moneter ditukar dengan produk yang 

diperoleh, semuanya dalam satu transaksi. Selain rupiah Indonesia, bentuk 

mata uang lainnya juga dapat digunakan untuk transaksi yang dilakukan di 

Indonesia, termasuk mata uang asing. Dalam hal perjanjian tidak secara 

tegas menyebutkan waktu dan tempat penandatanganan, pembeli 

berkewajiban untuk memikul tanggung jawab untuk mengirimkan 

pembayaran di tempat dan waktu penyerahan yang ditentukan.  

Pasal 1314 KUH Perdata berkaitan dengan hak milik
20

  

5. Hak dan Kewajiban Penjual  

Penjual memikul berbagai tanggung jawab, termasuk kewajiban 

untuk mengirimkan barang yang dijual, memberikan jaminan untuk setiap 

cacat tersembunyi pada barang dagangan, dan memastikan perlindungan 

hukum bagi pembeli terhadap campur tangan pihak ketiga. Perlindungan 

ini mencakup hak pembeli untuk mendapatkan informasi yang akurat dari 

penjual, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1473 KUH Perdata. Artikel 

ini menekankan kewajiban penjual untuk secara jelas menentukan syarat 

                                                             
20

          I Ketut Okta Setiawan, Op. Cit., hal.170 
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dan ketentuan perjanjian, karena setiap janji yang ambigu dapat 

menimbulkan multitafsir, yang berpotensi merugikan penjual.
21

 

           Agar penjual dapat mengalihkan kepemilikan suatu barang kepada 

pembeli, penjual perlu secara tegas menyatakan niatnya untuk secara 

hukum berkewajiban kepada pembeli dalam perjanjian tersebut. Untuk 

mencapai hal ini, persyaratan pengiriman yang disepakati harus 

didefinisikan dengan jelas dan memberikan kepemilikan penuh atas 

produk kepada pembeli. Dalam kasus di mana persyaratan kontrak 

ambigu, pembeli dapat tiba di banyak interpretasi yang berbeda mengenai 

tindakan yang tepat untuk memenuhi pengiriman. Dalam skenario ini, 

sangat penting bahwa teknik yang digunakan tidak memiliki efek buruk 

pada pembeli. Jika terjadi hasil negatif, seperti kenaikan biaya, penjual 

bertanggung jawab untuk menanggung biaya yang terkait dengan 

pengurangan kerugian. 

6. Pihak-pihak dalam Perjanjian  

Pihak-pihak yang disebutkan dalam perjanjian ini meliputi para 

penandatangan asli, penerus dan penerusnya, serta pihak ketiga, 

sebagaimana diatur dalam berbagai bagian Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana. 

Menurut Pasal 1315 KUHP, orang pada umumnya dilarang 

membuat perjanjian yang mengikat atas namanya sendiri atau meminta 

janji atas nama orang lain. Pasal ini menjelaskan prinsip bahwa orang yang 
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mengadakan perjanjian kontraktual tidak memiliki wewenang untuk 

bertindak atas nama pihak ketiga. Akibatnya, pihak yang memprakarsai 

perjanjian bertanggung jawab penuh untuk memenuhi kewajiban terkait 

dan memperoleh hak yang sesuai. 

Maksud terikat dalam konteks ini adalah untuk menandakan asumsi 

kewajiban atau kesepakatan untuk melakukan tindakan tertentu. Penetapan 

tentang keberlakuan suatu janji adalah mengenai perolehan hak atau 

kesanggupan untuk melakukan perbuatan hukum. Tidak diragukan lagi, 

keberlakuan suatu perjanjian harus dibatasi pada para pihak yang terlibat 

langsung dalam perjanjian tersebut, daripada memperluas sifat 

mengikatnya kepada individu yang bukan pihak dalam perjanjian tersebut. 

Intinya, dianggap dapat diterima untuk perjanjian kontraktual untuk secara 

eksklusif menetapkan hak dan kewajiban hanya antara pihak yang terlibat, 

dengan demikian tidak termasuk keterlibatan atau hubungan dengan pihak 

ketiga yang tidak terkait.
22

  

Pengecualian terhadap asas umum bahwa seseorang tidak dapat 

mewajibkan dan meminta dibuatnya suatu janji, kecuali untuk 

kepentingannya sendiri, terdapat dalam Pasal 1317 KUHP. Ketentuan ini 

berkaitan dengan situasi di mana seseorang mengadakan perjanjian atau 

memberikan hadiah atas nama pihak ketiga. Setelah kesepakatan tercapai, 

kesepakatan tersebut tidak dapat ditarik kembali oleh pihak yang awalnya 

setuju, jika pihak ketiga telah menunjukkan niatnya untuk 
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memanfaatkannya. Pasal ini menyimpang dari ketentuan yang digariskan 

dalam pasal 1315 KUHP yang memperbolehkan pencantuman ketentuan 

dalam perjanjian pemberian hak kepada pihak ketiga. Menurut ketentuan 

ini, jika pihak ketiga telah menyatakan niatnya untuk menggunakan hak 

tersebut, pihak pemberi hak dilarang untuk mencabutnya. 

Dalam skenario ini, seorang individu masuk ke dalam pengaturan 

kontrak. Dalam perjanjian tersebut, dia membuat komitmen untuk 

memberikan hak kepada individu tambahan. Sebagai gambaran, pihak A 

dan pihak B mengadakan perjanjian kontraktual dimana pihak A yang 

bertindak sebagai penentu meminta jaminan hak-hak tertentu untuk pihak 

C. Dalam konteks ini, pihak A berperan sebagai penentu, sedangkan pihak 

B berperan sebagai penentu peran pembuat janji. 

Selanjutnya ketentuan-ketentuan yang digariskan dalam pasal itu 

menetapkan kewajiban-kewajiban tertentu antara penetapan dan pembuat 

janji, yang melarang penarikannya dalam hal pihak ketiga telah 

menyatakan maksud untuk memanfaatkan ketentuan-ketentuan tersebut. 

Pengecualian tambahan terhadap asas kepribadian, sebagaimana diatur 

dalam Pasal 1315 KUHP, berkaitan dengan perjanjian penjaminan yang 

digariskan dalam Pasal 1316 KUHP.
23

   

7. Risiko dalam Jual Beli  

Risiko mengacu pada tanggung jawab untuk memastikan 

kompensasi atas kerusakan yang diakibatkan oleh kejadian yang tidak 
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disebabkan oleh penjual atau pembeli. Force majeure mengacu pada 

peristiwa yang tidak terduga yang berada di luar kendali penjual dan 

pembeli, yang mengakibatkan kerugian pada subjek perjanjian dalam 

ranah hukum kontrak. Masalah risiko muncul ketika suatu peristiwa yang 

tidak terduga, di luar kendali baik penjual atau pembeli, menyebabkan 

kehancuran atau kerusakan objek yang diperjualbelikan. Hal ini 

menimbulkan pertanyaan tentang tanggung jawab atas kerugian yang 

diakibatkannya. 

Menurut Pasal 1460 KUHP, tanggung jawab atas segala potensi 

risiko yang terkait dengan pembelian menjadi tanggung jawab pembeli, 

terlepas dari apakah barang tersebut telah diterima secara fisik atau belum. 

Dalam hal barang-barang yang ditentukan dalam perjanjian menjadi tidak 

dapat digunakan sebagai akibat dari kejadian yang tidak terduga selama 

pengangkutan ke tempat tinggal pembeli, pembeli tetap berkewajiban 

untuk memenuhi syarat-syarat pembayaran sebagaimana diperjanjikan 

semula. Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam Surat Edaran 

Nomor 3 Tahun 1963, menyinggung tentang ketidakadilan yang dirasakan 

dalam penerapan Pasal 1460 KUHP. Surat edaran ini disebarluaskan 

kepada semua hakim dan pengadilan, yang secara tegas menyatakan 

bahwa beberapa ketentuan dalam KUHP, termasuk Pasal 1460, dianggap 

tidak perlu lagi diberlakukan. Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut 

merupakan petunjuk yang menasihati hakim dan pengadilan terhadap 

penerapan pasal-pasal tertentu yang digariskan dalam surat edaran 
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tersebut, yang mencakup ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan 

risiko, yaitu Pasal 1460, 1461, dan 1462 KUHP. 

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1461 KUHP, 

tanggungan risiko yang terkait dengan penjualan barang berdasarkan berat, 

jumlah, atau ukuran terletak pada penjual sampai barang yang 

bersangkutan telah ditimbang, dihitung, atau diukur dengan baik. . Pasal 

ini berpendapat bahwa kepemilikan suatu barang, sebelum penilaiannya 

dalam hal berat, jumlah, atau ukuran, berada di tangan penjual. Pernyataan 

ini berlaku dalam hal barang yang dipermasalahkan menjadi tanggung 

jawab atau tanggung jawab penjual. Namun demikian, sesuai dengan 

ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1462 KUHP, tanggung jawab atas 

potensi bahaya yang terkait dengan penjualan barang dalam jumlah besar 

terletak pada pembeli, terlepas dari apakah barang tersebut telah dinilai, 

diukur, atau diukur secara formal. Penafsiran pasal ini menunjukkan 

bahwa penjual tetap menanggung risiko karena tidak adanya pengalihan 

hak milik, karena properti tetap berada di bawah kepemilikan penjual. 

Pengalihan hak milik terjadi ketika pembeli mengambil kepemilikan atas 

benda-benda yang bersangkutan, biasanya setelah ditimbang, dihitung, 

atau diukur. Obyek tersebut telah dipisahkan dari sisa persediaan penjual, 

sehingga penjual tidak dapat lagi terlibat dalam penjualan obyek tersebut, 

karena obyek tersebut telah diperoleh oleh pembeli. Dalam skenario ini, 
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secara inheren masuk akal bagi pembeli untuk menanggung risiko yang 

terkait dengan objek yang telah dipisahkan.
24

   

8.  Wanprestasi  

Contoh wanprestasi atau kegagalan memenuhi janji dapat muncul 

baik melalui tindakan yang disengaja atau keadaan yang tidak disengaja. 

Contoh wanprestasi yang tidak disengaja dapat muncul karena 

ketidakmampuan para pihak untuk memenuhi kewajiban yang disebutkan 

di atas, atau sebaliknya, karena faktor eksternal yang memaksa mereka 

untuk tidak melakukannya. Wanprestasi dapat terwujud dalam berbagai 

cara, termasuk kegagalan untuk memenuhi prestasi secara keseluruhan, 

pelaksanaan prestasi yang tidak sempurna, keterlambatan penyelesaian 

prestasi, atau terlibat dalam kegiatan yang dilarang oleh perjanjian. Ada 

dua opsi utama yang dapat diminta oleh pihak yang dirugikan jika terjadi 

wanprestasi, yaitu pemutusan kontrak saja, atau pemutusan kontrak 

ditambah dengan klaim ganti rugi. Alternatifnya, pihak yang dirugikan 

dapat memilih untuk hanya menegakkan kontrak, atau menegakkan 

kontrak sambil juga mencari kompensasi.
36

  

Penyelesaian sengketa yang timbul antara dua pihak yang telah 

mengadakan perjanjian dapat ditempuh melalui musyawarah 

kekeluargaan. Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai 

penyelesaian yang memuaskan kedua belah pihak, masalah tersebut akan 

dibawa ke pengadilan untuk diadili. Dalam penyelesaian ini, kedua belah 
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pihak memiliki otonomi untuk memilih metode penyelesaian yang mereka 

sukai sesuai dengan ketentuan yang disepakati bersama.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

      Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu: 

1. Penelitian hukum normatif mengacu pada proses melakukan penelitian 

hukum dengan menganalisis literatur atau sumber data sekunder. 

Penelitian hukum normatif lazim disebut sebagai penelitian hukum 

doktrinal dalam wacana akademik. Menurut Peter Mahmud Marzuki, 

penelitian hukum normatif memerlukan pendekatan sistematis yang 

bertujuan untuk mengidentifikasi aturan hukum, prinsip hukum, dan 

doktrin hukum yang dapat secara efektif menangani masalah hukum yang 

sedang dipertimbangkan. Dalam bentuk khusus penyelidikan hukum ini, 

konsep hukum sering dipahami sebagai isi yang diartikulasikan dalam 

undang-undang dan peraturan, atau alternatifnya, sebagai seperangkat 

prinsip atau standar yang berfungsi sebagai tolok ukur perilaku manusia 

yang dapat diterima. 

2. Penelitian Hukum Empiris adalah metodologi penelitian yang menyelidiki 

implementasi praktis dan dampak sosial dari peraturan perundang-

undangan. Metodologi penelitian ini sering disebut sebagai penelitian 

hukum sosiologis karena fokusnya menyelidiki interaksi dan hubungan 

individu dalam masyarakat. Untuk memastikan bahwa kejadian aktual 

diakui secara sepatutnya dalam masyarakat, badan hukum, atau lembaga 
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pemerintah tertentu. Ronny Soemitro menegaskan bahwa penelitian 

hukum empiris atau sosiologis mengacu pada praktik melakukan 

penelitian hukum dengan memanfaatkan data primer atau data yang 

diperoleh langsung dari sumbernya. Penelitian empiris terutama berfokus 

pada pemeriksaan dan analisis data primer. 

B. Metode Pendekatan 

         Penelitian ini disusun menggungkan metode pendekatan hukum,yaitu: 

a. Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach),  adalah metodologi 

yang digunakan melibatkan analisis komprehensif dari semua undang-

undang peraturan yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi. 

Pendekatan undang-undang mengacu pada pendekatan yang 

mengandalkan undang-undang dan peraturan sebagai sarana untuk 

mengatasi masalah atau masalah tertentu.
25

 

b. Pendekatan Kasus (Case Approach), adalah Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengkaji implementasi norma atau aturan hukum dalam 

konteks praktek hukum. Metodologi khusus ini umumnya digunakan 

dalam kasus di mana putusan telah diberikan. Kasus-kasus ini memiliki 

signifikansi empiris. Namun demikian, dalam konteks penyelidikan 

normatif, contoh-contoh tersebut dapat ditelaah untuk mendapatkan 

pemahaman yang komprehensif tentang pengaruh dimensi normalisasi 

terhadap penerapan negara hukum dalam proses hukum. Temuan yang 
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diperoleh dari analisis tersebut kemudian dapat digunakan untuk 

meningkatkan penjelasan hukum.
26

 

c. Pendekatan Sosiologis (Sociological Approach) adalah Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengkaji implementasi norma atau aturan 

hukum dalam konteks praktek hukum. Metodologi khusus ini umumnya 

digunakan dalam kasus di mana putusan telah diberikan. Kasus-kasus ini 

memiliki signifikansi empiris. Namun demikian, dalam konteks 

penyelidikan normatif, contoh-contoh tersebut dapat ditelaah untuk 

mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang pengaruh dimensi 

normalisasi terhadap penerapan negara hukum dalam proses hukum. 

Temuan yang diperoleh dari analisis tersebut kemudian dapat digunakan 

untuk meningkatkan penjelasan hukum. 

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum dan Data 

a. Sumber Data Primer 

Data primer adalah Data primer dikumpulkan dari masyarakat. Data 

dalam penelitian ini dikumpulkan dari sumber primer, yang dapat 

mencakup individu atau entitas yang terkait dengan materi pelajaran. Data 

ini dikumpulkan melalui berbagai cara seperti kuesioner dan wawancara, 

yang secara khusus dirancang untuk menjawab pertanyaan penelitian yang 

diangkat dalam penelitian ini. Perolehan data primer dalam suatu 

penelitian dapat dilakukan melalui pemanfaatan wawancara dan observasi. 
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Pengamatan memerlukan keterlibatan aktif dalam proses mengamati 

secara dekat dan mempelajari suatu objek secara komprehensif. 
27

 

b. Sumber Data Sekunder   

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari perpustakaan. Data 

sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan 

baik oleh pengumpul data primer maupun pihak lain. Kegunaan data 

sekunder adalah untuk mencari data atau informasi awal, mendapatkan 

landasan teori atau hukum, mendapatkan batasan, definisi, arti suatu 

istilah. 
28

 

c. Sumber Data Tersier 

   Data tersier mengacu pada informasi tambahan yang dapat 

menawarkan wawasan tentang data primer dan sekunder. Sumber data 

utama yang digunakan dalam hal ini adalah Kamus Besar Bahasa 

Indonesia. 

D. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian mengacu pada situs atau pengaturan tertentu di mana 

peneliti mengumpulkan data dan mengumpulkan informasi yang berkaitan 

dengan studi mereka. Lokasi penelitian mengacu pada wilayah atau lokasi 

geografis tertentu di mana kegiatan penelitian akan dilakukan. Proses 

pemilihan lokasi harus dipandu oleh faktor-faktor seperti daya tarik, keunikan, 

dan kesesuaian dengan topik yang dipilih. Dengan memilih situs khusus ini, 

peneliti mengantisipasi menemukan temuan yang signifikan dan baru. 
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Nasution (2003: 43) mengemukakan bahwa konsep lokasi penelitian 

mencakup konsep lokasi sosial, yang dibedakan dengan adanya tiga 

komponen fundamental: aktor, tempat, dan aktivitas yang dapat diamati. 

Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah UD. Mawar Putih di Desa 

Banda Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Lokasi 

tersebut salah satu daerah yang menjalankan Jual Beli Padi.
29

   

E. Teknik Pengumpulan Data 

              Untuk memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian ini, penulis 

menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, khususnya: 

a. Observasi  

Teknik ini digunakan untuk melakukan pengamatan secara langsung 

dalam rangka mengumpulkan data tentang perjanjian jual beli padi yang 

dilakukan oleh petani dan pedagang dan faktor yang melatarbelakangi 

terjadinya perjanjian jual beli padi di Desa Banda Kecamatan Empang 

Kabupaten Sumbawa. 

b. Wawancara 

        Wawancara adalah penulis melakukan tanya jawab langsung kepada 

petani dan pedagang untuk bertukar informasi penelitian ini tentang 

perjanjian jual beli padi antara petani dan pedagang dan faktor yang 

melatarbelakangi terjadinya perjanjian jual beli padi antara petani dan 

pedagang berdasarkan pasal 1313 KUH  Perdata di desa Banda Kecamatan 

Empang Kabupaten Sumbawa sehingga diperoleh data yang diperlukan. 
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      c.      Dokumentasi  

    Dokumentasi adalah Metode pengumpulan data yang digunakan 

dalam diskusi penelitian meliputi pemanfaatan foto, hasil wawancara yang 

dilakukan dengan narasumber terkait, serta pencantuman nota dan kuitansi 

sebagai bukti pembayaran pengadaan dan penjualan beras oleh petani dan 

pedagang. 

         d.  Studi Kepustakaan 

            Studi kepustakaan adalah varian bibliografi akademik yang 

memerlukan pemeriksaan buku perpustakaan dan buku individu, di mana 

judul dan isi buku saling berhubungan dengan studi peneliti, sehingga 

memfasilitasi eksplorasi hasil penelitian yang lebih fokus dan tepat.   

F. Analisi Bahan Hukum 

Setelah sumber hukum yang relevan dengan masalah hukum yang ada 

telah dikumpulkan dan diidentifikasi, tahap selanjutnya melibatkan melakukan 

analisis deskriptif kualitatif. Analisis kualitatif mengacu pada metodologi 

penelitian yang digunakan untuk menghasilkan data deskriptif, meliputi 

kompilasi informasi yang diperoleh dari sumber hukum primer dan sekunder. 

Setelah melakukan analisis informasi hukum, peneliti melanjutkan dengan 

menarik kesimpulan dengan menggunakan metodologi deduktif, khususnya 

dengan menarik kesimpulan khusus dari masalah umum.
30
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